
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, 
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial; 

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring 
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 
tertib administrasi pemberian hibah dan bantuan 
sosial, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan 
terhadap tata cara pemberian hibah dan bantuan 
sosial; 

a. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus; 

Menimbang 

BUPATJ KUDUS, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATJ KUDUS NOMOR 14 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 13 TAHUN 20?3 

BUPATI KUDUS 
PROVINSI JAWA TENGAH 



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 14 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, 
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
tahun 2021 Nomor 14); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 249); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent~g 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No~or 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa k~1 ter akhir 
dengan Peraturan Pemerintah Penggantl Undan?­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238 Tambahan Lernbaran Negara Republik 

' Indonesia N omor 6841); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 



(3) Keputusan Kepala SKPD terkait rnengenai penetapan 
penerirna dan besaran bantuan sosial yang tidak 
dapat direncanakan sebelurnnya dilarnpirkan pada 
saat pengajuan pertanggungjawaban bantuan sosial 
yang tidak dapat direncanakan sebelurnnya. 

(2) Kepala BPPKAD selaku PPKD melakukan verifikasi 
dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada 
Kepala SKPD terkait paling lama 1 (satu) hari 
terhitung sejak diterimanya usulan Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya diajukan oleh Kepala SKPD terkait 
kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD dengan 
dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja. 

Pasal 43 

2. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditindaklanjuti dalam perubahan RKPD. 

(2) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. 

(1) Dalam hal alokasi hibah dalam Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD lebih besar dari alokasi dalam 
RKPD, SKPD/Unit Kerja terkait melakukan verifikasi 
ulang. 

Pasal l 7A 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 
14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14), diubah sebagai 
berikut: 

1. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 1 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ?023 NOMOR 13 

SAM'ANI INTAKORIS 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS ' 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 5 • ;,ril 2023 

HARTOPO 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 5 -ori 1 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 

4 

BUPATI KUDUS, 
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